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ABSTRAK

Kelalaian merupakan suatu peristiwa yang komplek pemahaman dari
berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu
kelalaian seringkali berbeda satu dengan yang lainya. Oleh karena itu, pembentuk
aturan di negeri ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang
berlaku kepada tindakan kelalaian yang timbul terhadap ketertiban umum.

Masalah pokok dari.penelitian ini adalah bagaimana Analisis yuridis
terhadap pembuktian tidak pidana karena kelalaiannya mengakibat kankecelakaan
diwilayah hukum pengadilan negeri pekanbarau. Studi kasus Nomor 621 /PID.
SUS/2021/PN.Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap
kelalaian lalulintas yang menyebabkan kecelakaan di wilayah hukum pengadilan
negeri Pekanbaru. Studi kasus-Nomor 621/P1D.SWUS/2021/PN.Pbr.)

Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian Hukum Normatif
yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara
pidana yaitu perkara No 621/ Pid.sus /2021/ PN.Pbr sifat penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, yang mana menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti
dilapangan tentang Analisis yuridis terhadap pembuktian tidak pidana karena
kelalaiannya mengakibat kankecelakaan diwilayah hukum pengadilan negeri
pekanbarau. Studi kasus No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur-
unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam putusan No 621/PID.SUS / 2021
/PN.Pbr . Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat
(3) Undang-Undang R No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dimana unsur-unsur datam dakwaan tersebut'telah dianggap terbukti oleh
Majelis Hakim. Dimana, antara-perbuatan-dan unsur-unsur Pasal saling
mencocoki. Dan pembuktian hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai
dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.



ABSTRACT

Negligence is a complex event of understanding from different sides, so
comments or opinions about an omission are often different from one another.
Therefore, the legislators in this country focus on making and applying applicable
regulations to acts of negligence that arise against public order.

The main problem of this research is how_the. juridical analysis of non-
criminal evidence«due to negligence causes.accidents in-the jurisdiction of the
Pekanbaru District Court. Case study Number 621 /PID. SUS/2021/PN.Pbr and
what are-the legal considerations of the panel of judges on traffic negligence that
causes accidents in the jurisdiction of the Pekanbaru District Court. Case study
Number 621/PID.SUS/ The_research=method, used is normative law research,
namely research thatwants to-examine legal norms in criminal cases, namely case
No. 621/ Pid:sus
/2021/ PN.Pbr. The nature of this research is descriptive analytical, which
describes and writes facts researched in the field. concerning juridical analysis of
non-criminal evidence because its negligence resulted in an accident in the
jurisdiction of the Pekanbaru District Court. Case study-No.
621/Pid.susf2021/PN.Pbr.

The result of this research is that it is known that the elements of a criminal
act applied in the decision No. 621/P1D.SUS/2021/PN.Pbr . The Panel of Judges
used a single indictment, namely Article 310 paragraph (3) of the Republic of
Indonesia Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation where
the elements in'the indictment have been deemed proven by the Panel of Judges.
Where, between‘the actions and the elements of the article mateh each other. And
the proof of the material law in-this case; is;in.accordance with the criminal law in
force in Indonesia.
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BAB |

PENDAHULUAN

, yang mana

pembangunan e “sekarang ini. ase n.dalu lintas adalah
suatu ben C ala nasional yang seiring  dengan

pertumbuh

akan pembangunan

kelalaian atau ketidak hati-hatian masyarakat dalam berkendara . kelalaian adalah
salah satu dampak negatif dari banyaknya kemajuan dari pembangunan terutama
bagi masyarakat yang menjalankan kendaraan bermotor menjadikan lalulintas
semakin simpang siur oleh padatnya pengendara. Penyebab ini karena tidak
berbandingnya tingkat kehati-hatian masyarakat yang berkendara yang pada

akhirnya merugikan para pengguna jalan raya yang lain.
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Ketidakhati-hatian (kelalaian) aktivitas pengguna jalan raya menyebabkan
efek besar yaitu dengan tingginya resiko kecelakaan, sehingga bisa

membahayakaan orang lain ataupun dirinya sendiri

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yaitu :

1. “Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”

2. “Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka

ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”
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3.“Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban

meninggal dunia dan/atau luka berat.”

jatuhnya ; ' a_ring ataupun korban

meninggal : 3 1 penc sendiri. Dalam

mengantuk. se _' .:- isalny erhatikan rambu lalu
lintas, atau
menyalakan
mengutamaka

berbeda, atau enc eng hingga melampaui

oleh manusia, sehingga menjadikan manusia faktor utamanya. Yang disayangkan

dari pengendara yaitu kurangnya rasa hati-hati dalam mengedarai kendaraannya.

Kelalaian atau culpa , merupakan kurang cermat dalam berpikir, kurang
pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa
ini jelas mengarah pada kemampuan mental seseorang, karena itu dapat

disebutkan bahwa culpa ialah tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih



dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut —
padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.( Jan

Remmelink, 2003 hal: 177)

Permasalahan Kelalaian didalam “Undang-Undang Rl No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada ketentuan Pasal 310" :

(1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu- Lintas dengan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

(2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229 ayat (3), dipidana dengan:penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

(3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat”

(4), “dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (3) yang mengkibatkan orang lain meninggal dunia,
dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam “Pasal 359 dan Pasal 360”

bisa di pahami bahwa kelalaian pengemudi itu mennyebabkan pihak lain atau
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korban luka berat, diancam pidananya seperti yang telah dimuat dalam “Pasal 360

KUHPidana”. Luka berat diatur dalam “pasal 90 KUHPidana” adalah:

. “Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

April 2021 sekira pukul " erdakwa Sahalah Hartua Siagiaan
mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan
penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan lIkhlas Pekanbaru, lalu sekira
pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi Bahwa mengantarkan
penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru,
pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan

Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak
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sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban Ramli, saat itu terdakwa
mengemudikan kendaraan dalam kedaan mengantuk dan sedang banyak pikiran

dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut

Den lian diatas yang r nbulk alam suatu peristiwa
kecelakaan

kita ketahu

A g

=

ﬁo‘ ng yang susah
= 7

penelitian yang berjudul : SYURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK  PIDANA  KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN LALULINTAS (STUDI KASUS PUTUSAN

NO:621./P1D.SUS/2021/PN,PBR)

Dengan judul diatas penulis memberikan batasan judul sehingga dapat

terarah dengan tujuan penulis sehingga tidak menimbulkan penafsiran atau
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kesalahpahaman terhadap judul tersebut. Penulis memberikan batasan judul yaitu
tinjauan adalah semacam pendapat atau wawasan setelah diselidiki (Zul Akrial,

2005, hal:65)

ingga yang
menjadi adalah sebagai

berikut :

engakibatkan

a) Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana kelalaian yang
mengakibatkan kecelakaan lalulintas (Studi Kasus Putusan

No0:621./PID.SUS/2021/PN,PBR)
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b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim

terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian lalulintas yang

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata,berasal dari kata “sistem” dan
“pembuktian” adalah hasil dari adopsi dari kata asing “system” (bahasa inggris)
atau “systemata” (bahasa yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu” atau
“seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi

wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana,dan KUHAP


https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/
https://kamushukum.web.id/arti-kata/dan-atau/
https://kamushukum.web.id/arti-kata/hukum/
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menetapkan,penyidik,penuntut umum,dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk
menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana

akibat terjadinya tindak pidana,penyidik memegang peranan sangat penting dan

sarjana
mengemukaka
keterangan melalui alat-ale Kti- dan bare emperoleh suatu

kepastian atas.b ata 2 perbua akwakan serta dapat

mengetahui ., 1994, p. 77).

M. Y ketentuan yang
membatasi mempertahankan
kebenaran.Arti ang tersusun secara
terpadu antara b ahanya mencari dan

an pada pengertian dari

hankan kebe n.Penc Derd
mempertahankan ke ; | bere

sistem dan pengertian dari yang dikemukan olen M. Yahya
Harahap.Maksud dari bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis
merujuk pada pengertian yang dikemukan oleh Andi Hamzah,yaitu alat-alat bukti

dan barang bukti(Harahap, 2007, p. 274).

Membuat terang suatu tindak pidana adalah tujuan awal dari pembukitan,

itulah sebabnya mengapa pembuktian mempunyai peranan penting dalam hukum
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acara pidana. Hal ini sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo yang mengatakan
bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan

perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu kenyataan yang

suatu prinsi imum uktian,me ang mengatur batas
yang harus
bukti r a alah ate aknya Hakim dalam
menjatuhka ' emi 2pa Va al’ dengan beberapa
sistem penila u i SU3 va pidana,beberapa
sistem atau teo

257)

(Positive Wettelijk Bewijstheorie).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang.
Artinya,jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang
disebut di dalam Undang-Undang,maka keyakinan Hakim tidak di perlukan sama
sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal ( Formele Bewijstheorie ).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang

10
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secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim
dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inquisitoir dalam acara pidana.

“keyakina

alat-alat bu

bersalah. P

menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau Hakim
sudah yakin, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah.Teori ini disebut juga
conviction intime, yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan Terdakwa
sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran.Oleh karena itu, diperlukan

bagaimana juga keyakinan Hakim sendiri.Dengan sistem ini pemidanaan di
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mungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-

Undang.Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan darissistem pembuktian conviction=in time yaitu jika alat-alat

meyakini : nar-bens : 0 akan oleh penuntut

umum maka

3.Sistem al

logis (Laco

ditetapkan oleh undang-undang tetapi Hakim bisa menggunakan alat- alat bukti di
luar ketentuan Undang-Undang. Keyakinan Hakim dalam sistempembuktian ini
harus dilandasi oleh “reasoning”atau alasan-alasan,dan alasan itu sendiri harus
“reasonable” yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan
nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem

pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama
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diuraikan dalam buku M.Yahya Harahap,yang singkatnya menjelaskan bahwa
sistem pembuktian conviction raisonnee“keyakinan Hakim” tetap memegang

peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi, dalam

nya hakim

kesalahan
alasan yan iterime { ’ dituntut untuk

menguraik

4.Teori i sarkan  unda By a negatif (negatief

wettelijk)

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini,Simons juga
menjelaskan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan

Undang-Undang secara negatif (negatiefwettelijk bewijs theorie) ini,pemidanaan

ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag),yaitu
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pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan Hakim,dan menurut Undang-

Undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-

undangan.(Suhasril, 2010, p. 106)

Pidana (KUHA iS€ al iy erangan saksi,
keterangan
pembuktian ara pidana 2 c gatiefwettelijk, hanya

alat-alat bukti 0 ] 1 at.dipergunakan untuk

Kata barang bukti . C -undang hukum acara pidana
memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan

barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-

apa saja yang dapat disita, yaitu :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga

diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
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b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung utnuk melakukan tindak pidana

atau untuk mempersiapkannya

c.Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana

c.Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (Instrumenta
delicti).
d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan
atau meringankan kesalahan Terdakwa (corpora delicti).
Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-

Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan
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doktrin oleh beberapa sarjana hukum.Andi Hamzah mengatakan,barang bukti
dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan

(objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk

c.Sarana pe
lainnya
d. Harus di
Menurut* Ma _ are i atau  corpus

delictiadala Majelis Hakim

wajib memp dan menanyakan
kepada nya ap ggap perlu, Hakim
sidang memper Sibuan  berpendapat
barang bukti merup 'Q akwa untuk melakukan

sebagai barang bukti di pengadilan.
Dari pendapat beberapa sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa
yang disebut dengan barang bukti adalah :
a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana

c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana

16



d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyidikan tindak
pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan
yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang
bukti tidak mutlak dalam suatu-perkara-pidana; karena ada beberapa tindak pidana
yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak
pidana penghinaan secara lisan (pasal 310 ayat(1)KUHP).Bila kita bandingkan
dengan sistem common law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut
sangat berbeda. Dalam criminal procedur LawAmerika Serikat, yang disebut
forms ofevidence atau alat bukti adalah real evidence,documentary evidence,
testimonial epidence dan judicial notice. Dan dalam sistem commont law ini, real
evidance (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai.Padahal real
evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara
pidana kita.

Memperhatikan keterangandi atas, tidak terlihat adanya hubungan barang
bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP.mengatur bahwa untuk menentukan
pidana kepada Terdakwa,kesalahannya harus terbukti sekurang- kurangnya
dengan dua alat bukti yang sahdan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah tersebut,Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan

adalah sebagai berikut:
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1.Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHAP)

2.Mencari dan menemukan kebenaran materil dan perkara sidang yang Ditangani

3.Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti

bukti yang sah.

Penjelasan Tindak Pidana, Didalam bahasa latin tindak pidana disebut
dengan istilah Delictum atau Delicta, didalam bahasa Inggris disebut dengan
istilah Delict, yang berarti perbuatan yang mana pelakunya dapat diberikan
hukuman, selanjutnya didalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan

istilah Strafbaarfeit, yang tersusun oleh beberapa kata, yaitu straf, baar dan feit.
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Straf adalah pidana dan hukum, baar adalah dapat atau boleh, dan feit adalah
peristiwa, tindak, dan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Setelah penjelasan

dapat kita simpulkan yang dapat diberi hukuman yaitu perbuatan, kenyataan atau

apakah pe

hukum pidana

pidana. sebagai

tindakan yang : atu hukum lar oleh ancaman

a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
b. Peristiwa pidana
c. Perbuatan pidana

d. Tindak pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana bisa dibedakan setidaknya oleh dua

perspektif, yaitu; (1) oleh perspektif teoritis; dan (2) oleh perspektif undang-
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undang. Teoritis yaitu bersumber pada pandangan ahli hukum, yang tergambar
oleh hasil rumusannya. Selanjutnya, perspektif undang-undang yaitu seperti apa

fakta tindak pidana itu dirumuskan untuk membentuk tindak pidana khusus

terdapat di

itu, unsur

adalah ;

a) Perbuatan
b) Akibat

c) Keadaan-keadaan

Dari unsur-unsur yang terdapat di dalam unsur objektif maupun subjektif

adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Maksudnya yaitu, apabila unsur
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tindak pidana salah satunya tidak ada, maka terdakwa bisa saja terbebas dari

tuntutannya.

Didalam “KUHP;,bisa kita temukan ada 11 u tindak pidana. (2011,

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4. Unsur melawan hukum objektif

5. Unsur melawan hukum yang subjektif
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Actus Reus dan Mens Rea untuk ketentuan Pemidanaan
1. Actus Reus (delictum) adalah perbuatan kriminal untuk ketentuan

pemidanaan (obyektif) terdiri dari :

Bagi sifat ini belum tentu perbuatan yang sudah terpenuhinya ketentuan
undang-undang itu bersifat melanggar hukum. Oleh pengertian ini yang

dimaksudkan hukum itu bukanlah undang-undang saja.

2. Mens Rea didalam hukum pidana tanggung jawab kriminal sebagai

persyaratan pemidanaan (subyektif) terdiri dari :
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1. Mampu bertanggung jawab

Dialam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan

Penerapannya, E.Ys Kanter dan S.R”. menunjukakan bahwa unsur mampu

ST U R

bukan unsur-unsur kelalaian (Culpa U biasanya terjadi karena, yang layak
menerima pidana itu hanyalah orang yang sengaja berbuat sesuatu. Kesengajaan
ini harus memenuhi tiga unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan itu melanggar hukum;

2. Perbuatan yang dilarang

3. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu

Kesengajaan terdiri atas tiga bagian, yaitu:
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1. Sengaja atas niat
2. Sengaja atas kesadaran akan Kepastian atau Keharusan

3. Sengaja Sadar atas Kemungkinan.

2). Kelalaian

terarah, a : . Re mengenai culpa
ini jelas me , 00 eh sebab itu bisa
disimpulk g 3 at fatal secara
nyata dari U ang it g ps an dan karena
itu seharusnya d @ .. me _.l , 2lalaian adalah
suatu bentu encukupi rata-
timbul karena

rata perilak

perilaku dari

dihasilkan oleh perbuatan tersebut

2. Kelalaian akibat, ialah peristiwa pidana jika akibat atas kelalaianya
telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, seperti
cacat atau matinya orang, sebagaimana terdapat dalam “Pasal
359,360,361 KUHPidana.”

Kelalaian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:
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a. Pelaku melalukan perbuatan lain atas apa yang harusnya dilakukan
menurut hukum.

b. Pelaku melakukan perbuatan dengan tidak hati-hati, ceroboh dan tidak

o LIS )

=
_.-_g
it

ki
.
i
e
ﬁ‘
.
2
o
o

Maka kelalaian secara sadar dapat terjadi jika seorang individu tidak
berbuat atau melakukan sesuatu, tetapi la mengetahui jika ia tidak berbuat hal
demikian, maka bisa menyebabkan akibat yang melanggar “hukum pidana”.
Sementara itu Kelalaian secara tidak sadar terjadi jika individu seharusnya
berpikir atas akibat yang mungkin akan terjadi, tetapi dia tidak memikirkannya.

Jika dia memikirkannya terlebih dahulu ia tidak akan melakukan perbuatannya.
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Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Kematian Atau Luka

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian

Ketetapan-ketetapan tentang kelalaian yang membuat korbannya

(2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00

(dua juta rupiah).”
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(3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban

luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

2. Unsur idana Karer . _" ! ibatkan Luka

“Bahwa yang dimaksud dengansetiap orang adalah menunjuk kepada
Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk
menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka
identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.”

b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannnya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
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“Bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari
Kelalaian (Culpa), namun pengertian Culpa tersebut dapat diketahui dari

ilmu pengetahuan hukum pidana dimana menjelaskan inti, sifat-sifat, atau

adikan orang lain

atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya (Sasambe, 2016).
Berlalu lintas ialah berbuat suatu tindakan dengan menggunakan kendaraan
tertentu dengan peraturan lalu lintas yang perlu dipatuhi. “UU No. 22 tahun 2009
(menjelaskan lalu lintas ialah pergerakan oleh kendaraan serta individu yang
berada pada jalan raya seperti transportasi untuk gerak pindah dari suatu tempat

ketempat lain, yang menyangkut baik kendaraan, orang dan fasilitas lainnya)”
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Kecelakaan bisa diartikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak

bisa ditentukan kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh

situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan

menggunakan metodologi penelitian berikut untuk mendapatkan data yang dapat
diandalkan untuk penelitian ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian
yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara

No 621/ Pid.sus /2021/ PN.Pbr sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang

29



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

mana menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang analisis
yuridis terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan

kecelakaan lalulintas (studi kasus putusan no:621./pid.sus/2021/pn,pbr)

Nomor  621/Pid.sus/202 : an i serta
mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara
deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang
jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkan dengan

ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta pendapat para ahli.
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4. Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini

adalah metode induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari

sifatnya eI C m perkara Nomor

621/Pid.s
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umun g.Pembuktian Tind

keterangan nyata A2 2008 (e : : rupakan tindakan
atau perbua enara SU eristiva yang telah

T B 5 : .
terjadi. Me : erapa a ian antara lain

sebagai beri

a. R.Subekti

tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum
yang menjadi pokok permasalahan, sehinggadengan terpenuhinya keyakinan
tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan
atau vonis.

b. M. Yahya Harahap ‘“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang
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untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membukitkan kesalahan

pedom : ) ekuensinya adalah

keabsahan da ai pembuktian ya IS ak dapat dinyatakan

sebagai a

c. Anshoruddin-deng apa pendapz artikan pembuktian

sebagai be

1.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Artinyahal yangmenjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian
dan dalil-dalil itu.

3. Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang

untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang

berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai

oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.
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Uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut
Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan

keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau

keterangan atau alasan
untuk memperoleh dengan Sudikno
Mertukusumo,Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh
sebuah kepastian,baik itu kepastian yang bersifat nisbi atau relative maupun

kepastian yang bersifat mutlak.

Beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan
bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti,bukti dapat diartikan sebagai suatu

hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang
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pembuktian apabila ditinjau dari kacamata hukum, pembuktian adalah suatu cara,
proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak

bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian

ktian dalam
baran umum,

dikaji dalam

yaitu dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya,tidak menjadi
masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim
dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil
pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim,dan langsung menarik

keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa
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b. Conviction-Raisonee Sistem conviction-raisonee pun,keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan
tetapi,pada sistem ini,faktor keyakinan hakim dibatasi.Jika dalam sistem
pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka
pada_sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan
“alasan-alasan yang jelasHakim “harus » mendasarkan putusan-putusannya
terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning).Oleh karena itu
putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable).
Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini
disebut juga-pembuktian bebas karena hakim bebas untuk-menyebut alasan-

alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).

c.Pembuktian menurut undang-undang ;secara-positif (positief wettelijke stelsel)
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang
ditentukan undang-undang,yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya
terdakwa semata-mata. digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.
Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang,sudah
cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan
hakim,yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa,bukan
menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip
penghukuman berdasarkan hukum,Artinya penjatuhan hukuman terhadap
seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi

diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas. Seorang terdakwa
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baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-

benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (foemele bewijstheorie).

undang

keyakinan

wettelijke stelsel dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering
digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut
undang-undang secara negatief atau yang biasa disebut dengan negatief wettelijke

stelsel.
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Menurut M. Yahya Harahap,berdasarkan sistem pembuktian undang-

undang secara negatif,terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau

tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

alat-alat  bukti

pembuktian da ses peradilan y: itere sia lebih cenderung
pada sistem  pembuktian menurut - undang- positifhal  ini
dikarenakan g berpedoman
pada alat-alat ya ala jatuhkan pidana

embantu dalam

bahwa hakim tidak boleh menjatu dana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukannya.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran

suatu peristiwa hukum.Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat
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hukum.Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan
perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran
materiil.Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai
sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan,
pada tahap ini sudah terjadi -pembuktian,’ dengan tindakan penyidik mencari
barang bukti, maksudnya guna membuat terang Suatu tindak pidana serta

menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian
dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum
tentang apa yang dimaksud. dengan pembukutian © dalam  konteks tindak
pidana, siapa Yyang dapat dibebani pembuktian  dalam ‘mengungkap suatu
tindak pidana, dan bagimana- ‘pembuktian, ‘tersebut dapat.dijadikan sebagai
bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadipelaku
atau  tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi  mahkota
dalam pembuktian suatu tindak ‘pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai
salah satu pertimbangan oleh “hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah

dan meyakinkan.

Hukum pembuktian adalah salah satu bidang hukum yang cukup tua
umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, sepremitif apa pun dia, pada
hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh

apabila ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau
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membebaskan orang yang bersalah, atau pun memenangkan seseorang yang tidak
berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan sekeliru

itu,dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian dari sistem

pembuktian yang.i Nna erha ah sis oih rasional dan rumit.

B. Tinjauz m Tentar ) Q ‘ ndak Pidana

Kelalaian

diterjemahkan dengan dapat dan ba sedangkan untuk kata feit diterjemahkan
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain istilah straftbaar
feit, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam
bahasa Jerman disebut “delict”, dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam

Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.
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Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tidak pidana dalam
bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek”

tindak pidana. adap strafbaarfeit,

\‘Qﬁh”\‘ .ba‘ engan sudut

‘e

strafbaarfeit

i tentang

sebagai :

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat
melawa hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga

dapat diancam pidana.
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Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi tentang

strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Definisi pendeksmemberikan pengertian strafbaarfeit sebagai kejadian

Wkl

AN AN )

tindakan yang dapat dihukum.

Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan
pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu
perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan
sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus  dijatuhi  hukuman

terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan
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hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum  positif  sangatlah
berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-

pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat ke

ana, oleh karena di

5 & 3
0‘;

k
c
3
w
@
o
)
Q
®

dila

dihu

Penge

keterkaitan de

QAN
5’
L LAY

Simons G erik definisi  tentang

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan

sebagai dapat dihukum.

Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah

membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “strafbaarfeit” yaitu:
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Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu

pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang

Di sini ru

Hukum Pi

perumusan

‘ﬁ\ﬁ\ﬁi\'

N
«
3
D
)
Py
c
2
D
>
w
c
2
[

pidana oleh

perbuatan,

asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas
hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat
fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan
perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan
tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan

dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana. Sekalipun

44



perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum
tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut

sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam

# ida
)
o

A

ketentuan

R LLETTES

iy disay yejepe il udwnyo(]
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unsur obyektif yang berupa” “perbuatan” dan sekaligus merupakan
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah
perbuatan mengambil.

b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh

unsur obyektif yang berupa suatu ‘“akibat” adalah akibatakibat yang

dilarang dan diancam oleh undangundang dan sekaligus merupakan syarat
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mutlak dalam tindak pidana antara lain akibatakibat sebagaimana
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan

Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang

b) ahé S ’ an denga asala uan bertanggung

nilai dari akibat perbuatannya itu.

2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat
menentukan kehendaknya terhdapa perbuatan yang ia lakukan.

3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan

mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.
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Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab
ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu

bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah

kemampuan bertar - ' : adanya di pengadilan

kecuali a ) te E‘i?&'ﬁ“ .’0 . 2006:5).

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk pada
suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai
perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh

karenanya disebut dengan rechtedelicten. Sementara pelanggaran menunjuk pada
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perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela.

Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh

karenanya disebut dengan wetsdelicten. Secara umum unsur-unsur tindak pidana

b)

” dan sekaligus

undang-undang

a materiil.  Contoh
unsur obyektif ye ..Q »@ ah  akibat- akibat yang
U

dilarang dan diancam ole ang dan sekaligus merupakan syarat
mutlak dalam tindak pidana antara lain akibatakibat sebagaimana
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan
Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang
dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.

Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh

undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang
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dilarang dan diancam oleh undag-undang adalah keadaan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif

yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.

perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab
ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu
bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah
kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan

kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5).
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Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak

pidana sebagai berikut :

karenanya disebut dengan wetsdelicten. Secara umum unsur-unsur tindak pidana

dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat
berupa :
a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan perbuatan
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yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan
tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di

dalam Pasal 242, 263,362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya,

b) at jadi s indak. pid & teriil. Contoh

“akibat “ yang

1 matinya orang.

.'@ 0 a keadaan sebagaimana
dimaksud dalam ke ‘ an Pasal 282 P misalnya, unsur obyektif
yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.
2.Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang
berupa:
a) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap

perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertaggung jawab).
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b) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan
bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu

bertanggung jawab apabila dalam diri orang ituu memenuhi tiga syarat,

Simons (Sudarto, 1990:41), pbagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur objektif, terdiri atas :
a) Perbuatan orang;
b) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

2. Unsur subjektif, terdiri atas :
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a) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;

b) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

tindak pidana, para guru besar tela puat suatu pembagian dari tindakan-
tindakan melawan hukum kedalam dua macam “Onrecht”, yang mereka sebut

”Crimineel Onrecht” dan “Policie Onrecht”.

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut
sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau “tertib hukum” dalam arti

yang lebih luas daripada sekedar ‘kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police
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Onrecht” adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah
bertentangan dengan ‘“kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam

masyarakat”.

melawan h wa perbuatan

tersebut ha pembunuhan.

ARARY:

Sedangkan

hukumnya k f ran perundang-
undangan. '
v
: Pard
Dari ur -

Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan
hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya

adalah :

a) Delik Formal dan Delik Materil
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Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah delik

Opze s te . ilakukan dengan

unsur-unsur eng: | dalam hukum pidana

2. Kesengajaan sebagai kepastia bij zekerheidsbewustzijn of
noodzakelijkheidsbewustzijn),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn,

of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis).

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar

menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan
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sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak

pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti

& ' lelik-0 w yang dapat
dihukum

tersebut.

ang dapat dituntut

tanpa adan eguh Prasetyo,

AR AN

w2

Y
)

- "
D

> D
«

QD

o

c

QD

>

o

QD

=
<

QD

>
(@)

Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu absolute

klachtdelicten dan relative klachtdelicten.

Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya dapat
dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya menyebutkan

peristiwanya saja, sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang
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berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan
khusus. Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana

pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga

melakuka

pengadu S

pengaduan

5 &.8 B

maka pihak

Sela

dalam unda

&)

: 3 B )

\“_

melakukan pe

Indonesia, dan sembilan bulan apabila empat tinggal di luar Indonesia. Jangka

waktu tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya

sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang

dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik Commissionis adalah
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delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-
undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian.

Sementara delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

keharusankeharu 1‘ ng yang menimbulkan

R ‘%ﬁﬁ"‘“ '!3@

ibu yang senga K membe i - : g masih bayi
dengan ma anak et a tidak melakukan

sesuatu yang

Selai ang a di at s masih ada

beberapa jen

b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas
kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu

berlangsung memakan waktu.

c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan

pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, penganiayaan berat.
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d.Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, misalnya

pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.

\ o ‘
=

=

=

=

o

o

5

4. Kesalahe

telah melak

LRV

oleh hukum pid

unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;

2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ;

3. Mempunyai suatu bentuk kesalah yang berupa kesengajaan (dolus) dan

kealpaan (culpa) ;

4. Tidak adanya alasan pemaaf.
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Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution (Amir llyas, 2012 :

1. Kesenga

bukan
unsurculpa. ; : asanya, ya apatkan hukuman
pidana itu G IR A de sengaja. Wirjono

Prodjodikoro (£ 3 af ahwa Kkesengajaan harus

3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku

dapat dimerngerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan
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semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal,
bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak

apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat

kesengajaan.

c.Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis,
mogelijkeheidsbewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-
terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat

yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan
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belaka akan akibat itu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa

(Amir Ilyas, 2012 : 82) menagatakan bahwa :

Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang

otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-

baiknya), tetapi dia melalukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang

kewaspadaan yang diperlukan.

2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat
mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak

melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu
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tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat

melawan hukum.

culpa sebags

Keal

S 2

<@
B

dari kesalaha
karena bila mana
pelaku maka dala

dapat memperkenalka

Arti kata Culpa(Wirjono Prodjodik

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti
tekhnis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat
seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak

disengaja terjadi.
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Dalam risalah penjelasan Undang-undang (memorit van ceolichting),

bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan.

Culpose iC < pa atau kurang

hati-hati. Akan tetapi : : i terhadap Doleus

berupa culpa.

Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang berhati-hati sehingga si
pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimimbulkan pertanyaan ini
karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seseorang

pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat.
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Adanya orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang

kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut para penulis Belanda, (Wirjono Prodjedikoro 2003 : 45) yang

culpa ini harus

diambil sebaga B L e asyarakat bertindak

masyarakat. Akan tetapi, praktis te adalah peranan penting yang bersifat

sangat pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakkan.

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan”

terdiri atas :

1) Kesengajaan, dan

65



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2) Culpa

Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki,

sedangkan “culpa” adalah bentuk kesalahan yang lebih.ringan dari “kesengajaan”

Umumnya culp : o ) ‘ 3 ati-hati melakukan

suatu perb

suatu perbuata : N be : ngkin juga terjadi

culpa jika yang i 3 : ﬁ,’ tan itu mungkin
)

akan timbul s

Ly
Lo
<9 4

mutlak. Suatu akibat ye luga: lebih dahulu tidak dapat

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih
dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-
keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan
hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu

tidak ada.
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Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) berpendapat bahwa culpa dalam hukum

pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan

perbuatan itu melawan hukum.

kealpaan tetap ditetapkan sebaga patin petindak yang memungkinkan

pemidanaan.

b. Bentuk-bentuk Culpa

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :
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1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau
menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk

mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.

1) culpa yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut dengan culpa lata.

2) Culpa yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan culpa levis.

Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu delik hanya
culpa lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang diinsyafi (bewuste schuld) dan

culpa yang tidak diinsyafi (undebewuste schuld).
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Rusli Effendy, et.all (1989 : 85) mengatakan :

Pada culpa yang diinsyafi pelaku benar-benar telah memikirkan akibat

perbuatannya, jadi dapat. membayangkan akan adanya. tetapi dalam perwujudan

Tentang 1Sy ; 2 sekali tidak
memikir J nenvataka : ol benar-benar salah

perhitunga

gerak pindah kendaraan, orang da ang yang berupa jalan atau fasilitas
pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait

yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan
jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien

melalui menajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di
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jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus

dipersimpangan.

(2) Kecelakaan lalu lintas ringa a dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau

barang.

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan

kendaraan dan/atau barang.
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(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau

luka berat.

yang membawa mesin sendiri. Kenda permotor roda empat adalah kendaraan

penunmpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang.

6. Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang lain Luka Berat

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian
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Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan
korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 360, yang berbunyi

O tentang Lalu

pagai berikut :

(1) Setiap
kelalaian
kendaraan dan : ana.di asal 229 ayat (2),

dipidana denga paling n dan/atau enda

kelalaiannya mengakibatkan kece alu lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah).

AN
%
‘-

penjara

2. Unsur

dirumuska

Yang dimaksud dengan be apa adalah untuk menentukan siapa
pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan

memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan

bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari
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pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum

pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

oleh hukum.

oleh hukum.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan
yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini
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dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam

persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para

saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

dari latar belakang, akibat perbuatan-terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama

terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu
kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung
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dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah

terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

menggunakan
bendera kebangsz 3 azawi _of ) yang bersifat

meringankan iala ' dewasa, aan dan pembantuan

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim

merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan
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rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengahtengah masyarakat untuk
mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat.

bahwa senantiasa
melihat yang
penuh dengan g Kuti gan sej asas-asas peradilan
yang sifat : eal dan n justru berbeda
sama sekali der enggunaan kajia ral da (nomatif).

terjadi bent g syarakat dengan
apa yang eb epasti aknya_.kepastian hukum

dipaksakan d

lain:

a.Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat.

b.Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
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d.Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

e.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta.dan rasa yang didasarkan

dalam

a.Sifat pela

ringan).

d.Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang telah berulang-ulang
dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah

ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia

tinggi.

e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
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f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Kepentingan umum (hukum

pidana diadakan untuk melindungi

kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis yuri -- elalaian yang

S Npnammatt '3‘.
/;
&

Daihatsu Ayla
BM 1977 i menuju hotel
Parma jalan mendapatkan
orderan lagi B : : . i lirman di hotel
Sabrina men cerah pagi hari,

penerangan jalan ba : depan Vania Butik mobil

mengantuk dan sedang banyak pik dan tidak menggunakan safety bell,
terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari
mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa
meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga.
Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban

dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

1. Dakwaan Penuntut Umum
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Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu
lintas dilakukan oleh terdakwa SAHALA HARTUA SIAGIAAN yang dibacakan
pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada
pokoknya mengatakan sebagai-berikut :

Awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib
terdakwa SAHALA HARTUA. SIAGIAAN mengemudikan mobil Daihatsu Ayla
BM 1977 TS miliknya“guna mengantarkan penumpang.dari Zuri menuju hotel
Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan
orderan lagi Bahwa mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel
Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat Itu cuaca cerah pagi hari,
penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil
Daihatsu Ayla yang ia kendarali menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik
saksi korban RAMLI, saat itu_terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kedaan
mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell,
terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari
mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa
meter dari sepeda motor korban Saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga.
Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban
dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

Berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 136/IV/KES.3/2021/RSB
tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agika Luhut
Frandika yang diketahui olenh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku

Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh
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kesimpulan : “Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi dan luka lecet
gores pada bagian lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak

mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan atau

Pencaharian”.

mengerti atak ak aka ka atan atau eksepsi;
Umum telah

a memberikan

pergi jalan-jalan dari rumahnya di jalan sudirman gang hidayah untuk
membawa cucunya yang tidak bisa tidur, saat hendak jalan pulang
kerumahnya tepatnya di jalan sudirman depan Vania butik sepeda motor
yang saksi kendarai ditabrak oleh mobil Daihatsu Ayla milik terdakwa BM
1977 TS dari belakang sehingga saksi terpental sejauh 5 meter dan tidak

sadarkan diri, saksi baru sadar pada pukul 06.00 wib dirumah sakit

82



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bhayangkara Pekanbaru dimana saksi mengalami luka lecet dikeua siku
tangan dan kepala luka robek, istrinya mengalami luka robek dikepala luka

lecet diwajah sedangkan cucunya mengalami bengkak dibagian kepala.

dikepala, luka lecet diwajah sedangkan cucunya mengalami bengkak
dibagian kepala.

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan

keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
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- Bahwa pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira
pukul 02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1877TS

miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan

tepatnya an i il D3 ﬁ'

kendarai

U

@
o
o
[ 4
[ 4

b. Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah
memperlihatkan foto barangbukti di depan persidangan baik kepada terdakwa
yaitu berupa:
- 1 (satu) unit mobil mitshubisi Ayla BM 1977 TS;

- 1 (satu) lembar Sim A An. SHALA HARATUA SIAGIAAN,;
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- 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ;

- 1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ

ibacakan oleh Jaksa

a ini yaitu

- Surat V S | R anggal 21 April

3. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun
surat dan keterangan terdakwa dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu
dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada hari Jum’at tanggal

16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa SAHALA HARTUA
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SIAGIAAN mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna
mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru,

lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi Bahwa

menabrak

i
o
<
-
w
QD
=4
—
[

terdakwa
pikiran dan
tersebut se nobill f t itu terdakwa
langsung tu

korban saat

dibawa keru

saasatNath

e

sakit bhayangk

/
¢
d. Alat Bukti '. ‘

Menimbang, bahw a g I yang diajukan di persidangan

=

1 (satu) unit mobil mitshubisi ayla BM 1977 TS

2. 1 (satu) lembar Sim A an. SAHALA HARATUA SIAGIAAN
3. 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS

4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ

5. 1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ
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Kesimpulan :
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan

secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) unit mobil mitshubisiAyla BM 1977 TS
b) 1 (satu) lembar Sim A An. SHALA HARATUA SIAGIAAN
c) 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan

yang sah melalui terdakwa
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a) 1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ;

b) 1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ Dikembalikan kepada saksi

korban RAMLI

mum dengan
dakwaan alterna ait satu 3 310 No.22 Tahun
2009 tentang La as an Jalal edua al 310 ayat (2) UU

No.22 tahu

elalaiannya  terjadi

3.
ad.l. Unsur “Setiap orang”:
Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah merupakan unsur pasal
akan tetapi bukan merupakan unsur delik. Unsur ini hanya untuk memperlihatkan
bahwa sipelaku adalah “manusia” yang jelas identitasnya. Kekaburan identitas
pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Menimbang, bahwa dipersidangan

telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa SAHALA HARTUA
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SIAGIAAN lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui
pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa

terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga

korban, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kedaan mengantuk
dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru
menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya,
saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter

dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga
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sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna
mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata

\ S
».
)
[s¥]

E®]
@
=
2.
o
[sY)
>

«
[=¥)
]

miliknya guna

hlas

ERALNARAES

=

T
|-
s}
2
wn
[
>
<
QD
<
QD
>
(@)
=

banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari
tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu
terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari
sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga

sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna

mendapatkan perawatan;
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- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 136/ IV /KES . 3/
2021/RSB tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Agika Luhut Frandika yang diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indra yana,

pekerja

dikemud

dengan d

AR

\T“%‘E

Meni
pertama mela
22 Tahun 20
memenuhi selur f'
berkesimpulan bah Qa 23 dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana seb ‘ dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkaraini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;

L)

mencari dan

AswwNg

am persidangan,

hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini
didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa
penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian
ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang
dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru menyatakan bahwa

unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam
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Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310

ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah

TANJUNG, S.H., (wawancara tanggal 25 Juli 2022) yang menyatakan bahwa:
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya
lagi.
Dalam penjatuhan pemidanaan melalui suatu proses. Sebelum proses ini

berjalan peranan hakim sangat penting. la mengkonkretkan sanksi pidana yang
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terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi
pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan

dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

penderitaan dan tidak

merendahka

=S

B.Pertimba tindak pidana

A 33 )

kelalaian lalulintas

Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan
mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-

fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya.
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Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. Tahun 2009

berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa
terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga
tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona), maka dengan demikian
unsure ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena

kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas”
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Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai
berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul
02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1877TS
miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan
Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira-pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan
lagi mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju
Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan
baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla
yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi
korban, saat.itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kedaan mengantuk
dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru
menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya,
saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter
dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga
sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna
mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata
bahwa terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya terjadi
kecelakaan lalulintas, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi
ad.3 Unsur “dengan korban luka berat” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

sebagai berikut:
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- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30
wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna
mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas
Pekanbaru, lalu-sekira pukul-03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi
mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red
Planet Pekanbaru, pada saat.itu cuaca cerah-pagi hari, penerangan jalan baik,
tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia
kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban, saat |
tu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kedaan mengantuk dan sedang
banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari
tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu
terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari
sepeda motor korban saatitu terdakwa langsung, diamankan-oleh warga
sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna
mendapatkan perawatan;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 136 / IV / KES . 3/
2021/RSB tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Agika Luhut Frandika yang diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indra yana,
Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhyangkara
Pekanbaru diperoleh kesimpulan: “Pada pemeriksaan ditemukan luka memar
pada dahi dan luka lecet gores pada bagian lengan akibat kekerasan tumpul.
Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani

pekerjaan, jabatan atau Pencaharian” - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji
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dikemudian hari akan lebih berhatihati dalam mengemudikan kendaraannya,
dengan demikian unsur ini telah penuhi;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan

alasan pema 2 elis an _bahwa perbuatan

yang dilakuka

- PerbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban luka berat;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan. -
- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan mengganti kerugian

korban
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Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU RI serta perundang-undangan yang
berlaku. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal

310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu :

mempert annya I angkan apakah

terdakwa 2N S alisa unsur-unsur

didukung dengan te i an yaitu unus testis

nullum testis ya : i ma dap unsur-unsur

tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka
Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada
alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik

alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus
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perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sesuai
wawancara penulis teerhadap hakim yang memutus perkara tersebut, Lifiana

Tanjung, (wawancara tanggal 25 Juli 2022) mengatakan bahwa dalam memutus

perkara un gankan pidana yang ak lani olehterdakwa dengan

memberika

mempertangg

e

menjatuhkan ' a_mempertimbangkan
mengenai hal-ha 6& ringankan bagi diri
terdakwa serta alasa bebaskan terdakwa dari

tahanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam
amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Perkara Nomor.

621/Pid.Sus/2021/PN.Pbr.
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2. Amar Putusan
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa

terdakwa terbukti bersalah dan memutusBerdasarkan Amar Putusannya, Majelis

3. Menetapk

terdakwa

&

- 1 (satu) lembar STNK B ‘
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang
sah melalui terdakwa;

1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ;

1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ

Dikembalikan kepada saksi korban RAMLI;
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6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Analisis Penulis Berdasarkan Analisis Yuridis

lisebut dengan

-undang yang

em pembuktian

karena untuk

ntang jenis dan

harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis
dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan
hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu

dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku,
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disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam Undang - undang. Dilihat dari sudut

terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan

ebut melawan hukum

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku
yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
a. Disengaja;
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan

pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.
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Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan
yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan

yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat

dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis
(jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa

kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).
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Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kelalaian karena kelalaian
merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung

jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum

Beriku ¢ menentukan d 3 sese fijatuhi pidana

adalah apak at alasa nar at: a 12 angan adanya
salah satu dasa suatu perbuatan
kehilangan s nel eQ eh, pembuatanya

tidak dapat disebu agai pele ’ jika yang ada adalah

Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan

perundangundangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dalam putusan No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. Proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis

sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah,
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dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah
keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi'korban dan mengganti kerugian  korban.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah
keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan

terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban
pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di

persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan
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perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk

mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak

hukum

Secara m

sesuai d

tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak

dapat dipidana
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